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Jakarta, 21 Maret 2017 — Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan
kepala daerah 2017 (PHP Kada 2017) dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon (KPU), Pihak Terkait, dan
pengesahan alat bukfi. Agenda ini merupakan tahap kedua dalam pemeriksaan perkara PHP Kada 2017 setelah
sebelumnya selama dua hari berturut-turut MK mendengarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon PHP Kada 2017.

KPUD masing-masing daerah yang merupakan Termohon pada perkara PHP Kepala Daerah akan menjelaskan
keputusan penetapan hasil pilkada di daerah masing-masing sekaligus menjawab dalil-dalil para Pemohon atas
dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilkada serentak 2017. Begitu pula dengan Pihak
Terkait yang merupakan pasangan calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak akan menyampaikan
keterangan terhadap semua tuduhan yang dilayangkan oleh para Pemohan.

Pada sesi persidangan Selasa (21/3) pukul 16.00 WIB, Panel 1 yang dipimpin coleh Ketua MK Arief Hidayat dengan
didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams akan memeriksa 3 perkara PHP
Kada 2017 yang berasal dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tolikara, dan Kota Kendari.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar oleh Panel 1 pada Jumat (17/3), Paslon Bupati dan Wakit Bupati Sarolangun
No. Urut 1 Muhammad Madel dan Musharsyah mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan KPUD Sarolangun.
Pelanggaran tersebut adalah sengaja tidak melengkapi seluruh dokumen hasil penghitungan surat suara berupa
dokumen CI-KWK. Menurut Pemohon, seluruh dokumen tersebut tidak diberi stempel KPPS di setiap desa. Hal ini
merata di setiap kecamatan. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Sarolangun, pemohon mermperoleh suara
sebanyak 58.592 suara, sedangkan paslon peraih suara terbanyak memperoleh 73,845 suara, sehingga terdapat
selisih suara antara pemohon dengon paslon peraih suara terbanyak adalan 15.253 suara. Jumlah selisih suara ini
melebihi batas 1.5% persen yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun.

Sementara ifu, dalam perkara PHP Kabupaten Tolikara yang dimohonkan Paslon No. Urut 3 John Tabo dan Barnabas
Weya disebutkan bahwa dari hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Tolikara, pemchon mermperofeh suara sebanyak
79.020 suara, sedangkan paslon perath suara terbanyak memperoleh 118.640 suara. Selisih suara antara pemohon
dengan paslon peraih suara terbanyak melebihi batas maksimal 2%. Namun, pemohon mendalilkan bahwa jumiah
tersebut berbeda dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim pemohon dimana seharusnya pemohon memperoleh
suara terbanyak dengan perolehan akhir sebesar 61.420 suara. Pemohon juga mendalilkan adanya politik uang di
beberapa distrik.

Sedangkan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kendari No. Urut 1 Abdul Rasak dan Haris Andi Surahman menyebut
ditemukannya pemilih berpotensi ganda atau pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Kendari. Menurut
pemohon, pihaknya telah meminta KPUD Kendari, Panwas dan semua jajaran penyelenggara pemilu untuk
mengklarifikasi dan mengkaji DPT yang diduga berpotensi ganda dan atau pemilih ganda. Selain itu, pemohon
meminta KPUD Kendari untuk membatalkan salah satu dari dua hak suara pemilih yang diyakini ganda di tiap-tiap TPS
dan membuatkan daftar pemilih yang dibatalkan, Namun laporan-laporan tersebut hanya dibiarkan saja oleh Panwas.
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